
 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 10 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2016 

TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PELAKSANAAN 

TUGAS TIM PEMANDU HAJI DAERAH DAN TIM KESEHATAN HAJI 

DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

Menimbang : a. bahwa pengaturan dalam Peraturan Gubernur 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata 
Cara Pengangkatan Dan Pelaksanaan Tugas Tim 

Pemandu Haji Daerah Dan Tim Kesehatan Haji 
Daerah  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
perlu disesuaikan dengan penetapan kuota Tim 

Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji 
Daerah oleh Pemerintah dan fluktuasi nilai tukar 

rupiah yang berpengaruh terhadap penganggaran 

biaya operasional Tim; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara 

Pengangkatan dan Pelaksanaan Tugas Tim 
Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

 

 

SALINAN 



 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

4286); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4845) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah 

Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5061); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik   Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor  5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah 
Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5345); 

 

 



 

 

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaran Ibadah Haji Reguler 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 898) sebagiaman telah diubah; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); 

11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 
Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 

Nomor 02 Seri D); 

 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN 
BANGKA BELITUNG NOMOR 14 TAHUN 2016 

TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN 
DAN PELAKSANAAN TUGAS TIM PEMANDU HAJI 

DAERAH DAN TIM KESEHATAN HAJI DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur 
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan 
Pelaksanaan Tugas Tim Pemandu Haji Daerah dan 

Tim Kesehatan Haji Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 16 Seri E) 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud 

dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

 

 

 



 

 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimipin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan 

Bangka Belitung dan atau yang sedang 
menjabat atau Pelaksana Tugas Gubernur 

Kepulauan bangka Belitung. 

5. Kepala Biro adalah Kepala Biro Kesejahteraan 
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

6. Ibadah Haji adalah rukun Islam yang kelima 

yang merupakan kewajiban sekali seumur 
hidup bagi setiap orang Islam yang mampu 

menunaikannya. 

7. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah 
rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan 

Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, 

pelayanan dan perlindungan jemaah haji. 

8. Tata Cara adalah suatu proses penyiapan 
petugas haji yang dimulai dari persyaratan, 
pendaftaran, seleksi, pembekalan dan 

penugasan. 

9. Petugas yang Menyertai Jemaah Haji adalah 

Petugas Haji yang bertanggungjawab dalam 
pelayanan umum, bimbingan ibadah dan 

pelayanan kesehatan di kelompok terbang. 

10. Tim Pemandu Haji Indonesia yang selanjutnya 
disingkat TPHI adalah Petugas yang 

Menyertai Jemaah Haji dalam kelompok 
terbang yang bertugas memberikan 

pelayanan umum bagi Jemaah Haji sekaligus 
mengemban tanggungjawab sebagai Ketua 

kelompok terbang. 

11. Tim Pembimbing Ibadah Haji yang 
selanjutnya disingkat TPIH adalah petugas 

yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok 
terbang yang bertugas memberikan 

pelayanan bimbingan ibadah bagi Jemaah 

Haji. 

12. Tim Kesehatan Haji Indonesia yang 
selanjutnya disingkat TKHI adalah petugas 
yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok 

terbang yang bertugas memberikan 

pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji. 



 

 

13. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya 

disingkat TPHD adalah petugas daerah yang 
menyertai Jemaah Haji dalam kelompok 

terbang yang bertugas memberikan 

pelayanan ibadah dan pelayanan umum. 

14. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya 

disingkat TKHD adalah petugas daerah yang 
menyertai Jemaah Haji dalam kelompok 

terbang yang bertugas memberikan 

pelayanan kesehatan. 

15. Persyaratan Umum adalah persyaratan yang 

dibutuhkan bagi TPHD dan TKHD. 

16. Persyaratan Khusus adalah persyaratan 

unsur teknis yang diperlukan bagi TPHD dan 

TKHD. 

17. Akomodasi adalah tempat menginap yang 
disediakan bagi Jemaah Haji di asrama 

embarkasi atau debarkasi dan Arab Saudi. 

2. Ketentuan Pasal 8 huruf a diubah dan 
ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, 

sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 8 

Hak TPHD dan TKHD adalah sebagai berikut : 

a. mendapat biaya operasional petugas, yang 
terdiri dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, 
biaya domestik, pemeriksaan kesehatan, 

pembuatan paspor, dan pembuatan pakaian; 

b. mendapat asuransi sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

c. mendapat pelatihan bimbingan manasik haji; 

d. Dalam hal kemampuan keuangan daerah 
terbatas, maka kuota TPHD dan TKHD yang 
tidak terisi dapat digunakan oleh TPHD dan 

TKHD dengan pembebanan biaya operasional 

secara mandiri. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 

 
Ditetapkan di Pangkalpinang  

pada tanggal 18 Februari 2019 
 

GUBERNUR 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

dto 
 

ERZALDI ROSMAN 
 
Diundangkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 18 Februari 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 

YAN MEGAWANDI 
 

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019   
NOMOR 9 SERI E 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 
MASKUPAL BAKRI 

Pembina Tingkat I/IV.b 
NIP. 19630306 198603 1 015 


